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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181, Tambohan Lembaran HNegara
Republik  Indonesia Nomor  39032)
sebagaimana telah dinbah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang
Momor 34 Tahun 2008 perubahan
Ketipan Alas Undang-Undang Nomaor 53
Tahun 1999  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor
10¥, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4850);

Undang-Undang Nomor 25 Tahiin 2002
tentang Pembentukan Provinsi
Kepuilanan Risu  (Lembaran Megara
Republik [ndonesia Tahun 2002 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Homor 4237);

Undang-Undang Nomaor 20 Tahun 2003
tentang  Sislem  Pendidikan Nasional
(Lembaran Newsara Republk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tetitang Pem bentulkan Feraturan
Prrundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemeriniall Daerah [Lembatran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 234, Tambsahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomot
5587);

Peraruran Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomeor 23, Tembahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 5105);

Keputusan Menterd Pendidikan
Naszional Nomor 0447072002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.



MEMUTUSEAN

Meteta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

LT
2.

{1)

{21

Daerah adalah Daerah Eabupaten Natutia.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelengegara Pemerntah Dacrah.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Zekretaria Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Natuna.

Dewan Perwakilan Ralgrat Deerah adalah Dewan Perwakilan
Eakyat Daerah Kabupatsn Netuna,

Dewan  Pendidiken  sdalah  Dewan Pendidikan Kabupaten
Natuna.

Organisasi Profest adalah kumpulan anggota masyaralat yang
memilikd keahlian tertertu yang berbadan hukum dan bersifat
nonkormersial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pa=al 2

Maksud disusunmys Perauran Bupat ini adalah sebagai
acuan dalam pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten
Natuna.

Tujuan  disusunnys Peraturan Bupati ini adalah apar
tcrwujudnya pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang
partisipatif, transparansi, dan akuntabel,
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BAE III
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 3

(1} Bupati memilih dan meneiapkan anggota Dewan Pendidikan
atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan
Pendidikan yang dibentuk oleh bupati.

2] Dewarn Pendidilan berkedudubkmn di ibuketa kebupaten.

13} Anggota Dewan Pendidikan ditctapkan oleh bupats,

(4) Anggota Dewan Pendidikan sehapuimana dimalsud pada ayar
(1} berjumlah gasal dengan jumlah maksimal 11 (sebelas)
rang.

{9) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
mengusulkan kepada bupad paling banyak 22 {dua puluh dua)
orang calon anggota Dewan Pendidiltan setelah mendapatkan
usulan dan:

a. organisasi profesi pendidik:
b. organisasi profesi lam; atau
c. organisasi kemasyarakatzn.

Pasal 4

Angpota Dewan Pendidikan berasal dar:

pakar pendidilkan;

petyelenggara pendidikan,

pengasaha;

Orgacisas proleat;

pendidikean berbasis kekhasan agama atau sosial badaya,
pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atan
organisasl sosial kemasyvarakatan.

moapn oD

Fasal &5

Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling kurang terdin
dari:

g. ketus merangkap anggoia;

h. selkretoris merangkap angeota;

¢. bendahara merangkap anggota; dan

d. anggota.

Pazal &

HKepengurusan Dewsn Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal D dipilih dati dan oleh para anggota Dewan Pendidikan
adalah 5 {lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
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Pasal 7

Masa jabatan kesngeotaan Dewan Pendidikan adalah 5 [lirnal
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan.

Pasal B

Dewan Pendidilan mempunyat tugas:

a,

b.

L=

memberikan pertimbangan kepada bupati dalem penentuan
dan pelakzanaan kebijakan pendidikan;

memberikan  dulkungan, bailk yang bersujud Onansial,
pemikiran maupun tenaga dalam penyelengwarsan pendidiken;
memberikan rekomendeasi terhadap keluhan dan aspirasi
masyarakat lerhadap pendidikan di dacrah;

mengonirel dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyclengegaraan dan kelusran pendidikan; dan

menjaci mediator anfara Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwaldlan Rakyat Daerah dengan masyarakat tentang

permasalahan penyelengearasn pendidikan,

Paeal 9

Newan Pendidikan baik perseqorengan maupun kolekid, didarang:

a.

rnenjual bulk pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahat ajas,
pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan
pendidikan;

memungut biava bimbingan belajar atau les dari pescrta didik
atau orang tua/walinys disatuan pendidilcan;

menccederal integritas  evaluast hasil belajar peserts didik
secard lanpsung dlau delk langsung,

mencedaral integritas seleksl penerimaan peserta didik baru
secara langeung atau tdak langsung, dan/ateu

melakzsanakan kegiatan lain yang mencederai integritas saruan
pendidilran secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 10

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:

d.
b
g

d.

menguatearican diri,

mermnegal dunia;

tidak dapat melaksanakun tugas karens berhalangan tetap;
atau

dijatuhi pidana karena meclakuken tindak pidana kcjahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoich
keluatan hulknum tetap,
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Pazal 11

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

a. pemerinteh pusart;

b, pemerintah daesraby

©, masyArakal;

d. hantuan pihak asing yang tidal mengilzat; dan/atan
¢, sumber lain vang sah,

Pasal 12

(1] Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan
dibentuk sekretariat,

2] Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
Dinas Pendidilean dan Kebudayaan.,

(3] Sekretarial sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) secarn ex
afftcte  dijahar  oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Eebudayaan Kabupalen Natana.

BAB IV
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIEAN EABUPATEN
NATUNA

Pasal 13

{1 Pemilihan angeota Dewan Pendidikan dilaksanalkan oleh
panitia pemilihan yang diterapkan oleh bupati.

(2] Bupati dan/atau masvaraket membentuk panitia persiaparn,
Panitia persiapan berjumleh  sekurang-kurangnya 5 (limal
orang vang terdin atas:

i, Kalangan Praktisi Pendidiken, seperti:
A, guru;
b. kepala sckolah; dan/atau
c. penyvelenggara pendidikamn,
2, Pemerhat Pendidikan, scperti:
. L3M peduli pendidikan;
h. tokoh masyarakat,
¢.  tokoh agama;
d. dunia usaha; dan/atau
e uskri.

(3] Susunan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan terdiri

dari:
1. Ectusa merenglsp angeota;
2. Bekretaris merangkap anggota;
3. Anggota. - -
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Pusal 14

Panitia Pemilihan angpota Drewan Pendidikan mempunyal tugas:

a. menyusun rencana pemilihan anggota Dewan Pendidikan;

b, memyusun kriterin dan identifikssi calon anggota Dewan
Pendidilian:

¢, mengumiamkan kepada mesyarakat penhal pemiliban anggota
Dewan Pendidikan baik melalul media cctak, clektromk, dan
papan pengumuman yang dapat dibaca oleh wrmum;

d. mecncrima berkas  pendaftaran calon  anggeta Dewan
Pendidikan;

e. melaksanakan sosialisasi kepada calon anggota Dewan
Pendidikan kepada bupsl;

f.  melalukan seleksi calon angpola Dewan Pendidikan; dan

g. mengusiulkan nama calon angpota Dewan Pendidikan kepada
bupati.

Pazal 15

(1) Dewsn Pendidikan melaksanakan pengawesan terhadap
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten.

(2) Hasll pengawasan Dewan Pendidikan dilaporkan kepada
bupati,

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pemilihan enggota Dewan Pendidikan dilakulzan
oleh panitia pemilihan dengan mekanisme seleksi.
() Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdir dari:
& scleksl administrast;
b. seleksi tertualis; dan
C. WaWwWantard.
(3) Persyaratan unluk mengikati seleksi calon anggota Dewan

Pendidiltan adalah;
a. Warga Negara Indonesia, berumur paling kurang 35 {tiga
puluh lima) tahun;

b. mendafterkan diri ke panitia dengan mengial formuhr;

¢.  menyerahkan fotokopi Kartu Tancda Penduduk; dan

d. menyerahkan gurat rckomendas: dar
instansiforganisasi, apabila calon berasal  darni
instanal/ organisasil.

(4) Mekenisme sclcksi schagaimana dimaksud pada ayat {1] diatur
tersendiri oleh Panitia Pemilihan,
(5) Hasil seleksi sebapaimana dimaksud pada ayat {2) diusulkan




hepada bupall untuk dipilih dan diteiapkan sehapa anpEsols
Drewan Pendidikan,

6] Usul schagaimana dimaksud pada ayat [5) paling banyak 22
{dua puluh dua) orang calon angpota Dewan Pendidikan,

BAE VI
KETENTUAN PENUTUOF
Pasal 17
Pcraturan Bupati ini mualai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar eetiap orang mengetahuinya, memetititabhlan pangundangan
Feraturan Bupati ini dengan penempatennys dalam Berita Daerah

Kabupaten Natuna.
Ditetapkan di Ranal
pada tanggal [ 4ml 2p\€
BUPATI NATUNA
thd
ILYAS SABLI
Diundangkan di Ranai

pada tanggal [ April 2005

SEERETARIS DAERAH
EKAHBUPATEN NATUNA,
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